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KEADILAN RESTORATIF

A. PENGERTIAN

Dalam buku berjudul Keadilan Restoratif, Eva Axchj Zulfa
menyatakan bahwaestorative justice atau yang sering diterjemahkan
sebagai keadilan restoratif merupakan suatu mpelaliekatan yang muncul
sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaiakarge pidana.
Pendekatan keadilan restoratif menekankan padayageartisipasi langsung
pelaku, korban dan masyarakat dalam proses peajstegerkara pidana. Ini
merupakan hal yang membedakannya dengan pendskatgrdipakai dalam
system peradilan pidana konvensional, sehinggaadearitis pendekatan
ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannyadgmgan ini
berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hu#tam praktik di
berbagai negarh.Berikut akan dipapi#ian beberapa pengertian keadilan
restoratif.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikyaarg merespon
pengembangan sistem peradilan pidana dengan mebératkan pada
kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yangadiersisihkan dengan
mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pigang ada pada saat

ini.?

! Eva Achjani ZulfaKeadilan Restoratif, Jakarta:Badan Penerbit FH Ul, 2009, hal 2
2 .
Ibid, hal.3
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Restorative justice is a process that aims to put things right for the
people who have been victims of offences. It does this through a meeting
between the victim and the offender called a restorative justice
conference.® (Keadilan Restoratif adalah sebuah proses yangujbart
untuk memberikan hak-hak kepada korban kejahatamulkJ mencapai
tujuan tersebut diadakan pertemuan antara korbagadepelaku).

Restorative justice is a system or practice which emphasized the
healing of wounds suffered by victims, offenders, and communities that
are caused or revealed by offending conduct.* Definisi ini mengartikan
keadilan restoratif sebagai sebuah sistem yang kaakan pemulihan bukan
hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelakunadagarakat terkait.

Menurut Tony Marshallrestorative justice is a process whereby
parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with
the aftermath of the offence and its implications for the future.® Di sini
Marshall mengartikankeadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana
semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggasdentt bertemu
bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimanyelesaikan
akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingasardepan.

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagavay of responding

to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims

®  http://www.iirp.org/article_detail.php?article_iNBly,ditelusur pada tanggal 12

November 2011

* Restorative Justice in New Zealand: A Model For U.S. Criminal Justice, Wellington:
lan Axford Fellowship, 2001, hal.5

® 1bid, hal.6
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and the offenders® yang terjemahan bebasngaalah sebuah penyelesaian
terhadap perilaku pidana dengan cara menyelaras&anbali harmonisasi
antara masyarakat, korban, dan pelaku.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis Baha mendefinisikan
keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pencepkeadilan yang
menekankan pada pemulihan atas kerusakan yangltmhkihat terjadinya
suatu tindak pidana, dengan melibatkan korbatgkpe masyarakat terkait
serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimdkdengan pemulihan
di sini bukan hanya kepada diri korban, tetapi judja pelaku dan
masyarakat yang turut merasakan akibat kejahatan.

Konsep keadilan restoratif memiliki perbedaan meadadengan
konsep keadilan retributif yang menjiwai sistem godan pidana di
mayoritas negara. Keadilan retributif memandabghwa pemidanaan
adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagatu pembalasan
kepada pelaku tindak pidahaokus perhatian keadilan retributif yaitu
kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepadayarakat melalui
pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikjika keadilan
restoratif menekankan pada pemulihan serta menaverikkus perhatian
kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, ile@adretributif
menekankan pada pembalasan serta memberikan femstipn hanya

kepada pelaku dan masyarakat luas.

® Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 200tal 6
" Eva Achjani ZulfaKeadilan Restoratif, Jakarta:Badan Penerbit FH Ul, 2009, hal 66.
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B. PRINSIP DASAR

Upaya restoratif adalah upaya yang menggunakanekokeadilan
restoratif dan menghasilkan tujuan dari konsepetars yaitu kesepakatan
antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan imupakan kesepakatan para
pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kelutkbeban dan
masyarakat atas kerugian yang timbul dari tinda#tama yang terjadi.
Kesepakatan tersebut juga dapat diartikan sebag#iu supaya memicu
proses reintegrasi antara korban dan pelaku, sghikgsepakatan tersebut
dapat berbentuk sejumlah program seperti repagzsibdikan), restitusi

ataupurcommunity service.®

PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasayigon keadilan
restoratif yaitu’
1. That the response to crime should repair as much as possible the
harm suffered by the victim;

Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimagkin
membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakalah satu
tujuan utama manakala pendekatan keadilan redtdipakai sebagai
pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganataki pidana.
Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restonatmbuka akses
bagi korban untuk menjadis alah satu pihak yang emiekan

penyelesaian akhir dari tindak pidana karena kodmalah pihak yang

® Ibid, hal.15
® Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 2006, hal 8
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paling dirugikan dan yang paling menderita. Olehekhanya pada tiap
tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergatdiawva proses
yang terjadi merupakan respon positif bagi korbangydiarahkan pada
adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugignkatugian yang
dirasakan korbar.

2. That offenders should be brought to understand that their behaviour is
not acceptable and that it had some real consequences for the victim
and community;

Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan dgika pelaku
menyadari dan mengakui kesalahanya. Dalam prosesoradf,
diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalabarteysebut
serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadari dapat
membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawalrasestgkarela.
Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mammlakukan
introspeksi diri atas apa yang telah dilakukanrgsa shampu melakukan
evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untukenilai
perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatspenyelesaian
perkara pidana diharapkan merupakan suatu prograng ydalam
setiap tahapannya merupakan suatu proses yangrdapdbawa pelaku
dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan kesagaran untuk
pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal imlaku dapat

digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yantgakdkannya

19 Eva Achjani ZulfaKeadilan Restoratif, Jakarta: Badan Penerbit FH Ul, 2009, hal.15
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adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam maksggr bahwa
tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehinggasé&kuensi
pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelakwgipnsebagai
suatu yang memang seharusnya diterima dan dijHani.

That offenders can and should accept responsibility for their action;

Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelatuntdii untuk
rela bertanggungjawab atas “kerusakkan” yang timdkibat tindak
pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakgnatu lain yang
ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratifnp@a adanya
kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mudtgtat membawa
pelaku secara sukarela bertanggung jawab ataktpidana yang telah
dilakukannya'?

That victims should have an opportunity to express their needs and
to participate in determining the best way for the offender to make
reparation.

Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimapaoses
penanganan perkara pidana dengan pendekatan keaditdoratif
membuka akses kepada korban untuk berpartisipasirasdangsung
terhadap proses penyelesaian tindak pidana yangaditePartisipasi
korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan amtatas ganti
kerugian, karena sesungguhnya korban juga menpldsdisi penting

untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasukbaegkitkan

1 |bid, hal 16
12 Eva Achjani ZulfaKeadilan Restoratif, Jakarta:Badan Penerbit FH Ul, 2009, hal.17
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kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan galesip kedua.
Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini nesikdn suatu
tanda akan adanya kaitan yang saling mempengantgniaakorban dan
pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagayal pemulihan
hubungan sosial antara keduafya.
5. That the community has a responsibility to contribute to this process.
Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan kodzan pelaku,
tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggyawab baik
dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam saelakn hasil
kesepakatan, Maka, dalam upaya restoratif, masybddpat berperan
sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilithemara langsung
maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakgiarbaari korban

yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil prasgberjalart?

C. KEDUDUKAN KEADILAN RESTORATIF
Kedudukan keadilan restoratif pada sistem peragldana terbagi
menjadi dua yaitu:
1.Di Luar Sistem Peradilafidana®
Meskipun secara normatif banyak dipertanyakan, madalam
kenyataannya terdapat praktik penyelesaian perkatana di luar

sistem peradilan pidana. Praktik ini didukung ol&BB dalam

13| bid
4 |bid, hal 18
5 |bid hal. 151-153
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Declaration on The Right of Indigenous People (Deklarasi PBB tentang
Hak-hak Masyarakat Adat) yang disahkan pada tangg&keptember
2007. Pasal 5 deklarasi tersebut meyatakan bahvsyamskat adat
berhak untuk mempertahankan dan memperkukuh lerribadzaga
politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mered@nentara tetap
mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagigensénya
kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan poliekpnomi, sosial
dan budaya dari negara. Lalu Pasal 34 merumuskanabmasyarakat
adat berhak untuk memajukan, mengembangkan dan Iiharmae
struktur kelembagaan dan adat, kerohanian darstrgdosedur, praktek
mereka yang berbeda, dan dalam kasus jika adamsigeradilan
mereka atau adat, sesuai dengan standar- standairiiérnasional.

Praktek peradilan adat ini digunakan dan dimasukiaiam
regulasi sebagai mekanisme alternatif. Dalam bykugang berjudul
Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakaahwa di Samoa
Barat, Kepulauan Fiji, Papua Nugini, Kepuluan Salanserta beberapa
negara lain di Pasifik tetap mempertahankan huksin rmasyarakat
mereka. Selain itu terdapat pulkxord bahwa praktik penerapan hukum
adat melalui lembaga peradilan adat ditemui di reegagara Afrika
Utara, Peru, Bangladesh dan Filipina.

Lembaga peradilan adat tetap dipertahankan eksisten di
beberapa negara untuk menyelesaikan sengketa a&fiamagalahan,

ternasuk didalamnya perkara pidana. Hal ini karekar nilai yang
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diusung oleh keadilan restoratif berakar dari fmidai tradisional dalam
masyarakat tradisional seperti nilai keseimbandarmonisasi serta
kedamaian dalam masyarakat.
2.Di Dalam Sistem Peradilan Pidana
Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besaih mas
bersandar pada hukum negara dan prosedur hukumagangelain itu,
para pembuat kebijakan juga masih percaya lmengantung kepada
sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dd&laimni, legislatif
maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pe¢addteadilan
restoratif hanya merupakan alternatif model persgtan perkara
pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yanged@rbdengan
hukum negara yang berlaku. Berikut merupakan copggparan relasi
antara sistem peradilan pidana dalam praktik detsin negars.
a. Tahap Pra Ajudikasi
Pendekatan keadilan restoratif pada tahap ini dalantoh
di berbagai negara diterapkan melalui mekanismeg yhtawarkan
pada fase awal dari sistem peradilan pidana atda fease pra-
ajudikasi. Dalam model yang demikian, maka progrgang
dirancang dengan menggunakan pendekatan keadiEorat,
merupakan mekanisme penyelesaian di luar sistemyeRsaian
yang dilakukan biasanya merupakan upaya perdamygsany

difasilitasi oleh pihak kepolisian. Dalam hal inediasi merupakan

18 |bid, hal 146
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salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana gangakan
dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai imgk. Model
ini dapat diterapkan oleh pihak kejaksaan, namumtama di
tingkat kepolisian dan dijumpai antara lain di $%eia Baru dan
Filipina.!’

Di Selandia Baru, untuk dapat mengikuti programdikea
restoratif pada tahap pra ajudikésbagi tersangka yang termasuk
dalam kelompok dewasa, maka harus terlebih dahwdngakui
kesalahannya atau setidaknya tidak mengingkarigtamgjawabnya
atas tindak pidana yang terjadi.

Bagi tersangka anak, polisi diberikan kewenangangaa
besar untuk memilih dan menentukan model penanggaram akan
dilakukannya pada tersangka anak yaitu berupagsen dan/atau
penyelesaian melalui dengan program keadilan egsftatika Polisi
telah melakukan upaya pendahuluan berupa peringatmara
informal dan/atau tertulis, maka Polisi dapat meaag suatu
pogram yang merupakan dari keewenangan diskresseyagai
upaya diversi dari proses peradilan pidana.

Hasil dari program keadilan restoratif dapat metay@n
rekomendasi atau laporan kepada pengadilan. Atasiisk dapat
diselesaikan dan dituangkan dalam kesepakatan aarkiarban,

pelaku, dan pihak kepolisian/kejaksaan tanpa betlarke

7 Ibid, hal 147
18 Tahap Pra Ajudikasi di Selandia Baru dikenal deri/@ Conviction Stage.
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pengadila®
b. TahapAjudikasi

Sebagaimana banyak dikeluhkan oleh masyarakat,
Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat menedeniaran
(khususnya kebenaran materiil) dan keadilan, téangipandang
sebagai lembaga yang hanya menjalankan fungsi qucsesaja.
Khususnya di negara- negara yang menganut sisieih law
dimana asas legalitas meupakan asas yang hguagudg tinggi
baik dalam hukum pidana formil maupun materiilngdagai suatu
kepastian hukum. Asamlla poena sine lege menyebabkan hakim
tidak leluasa berkreasi di luar ketentuan hukungyaerlaku untuk
menciptakan bentuk putusan yang dapat memenuhi keesdilan
bagi pelaku, korban dan masyara¥at.

Penerapan keadilan restoratif sebagai acuan putuesam
dalam tahap ajudikasi terdapat di Filipina. Panadigkeadilan
restoratif mempengaruhi hakim dalam membuat putysarHakim
dapat berinisiatif memutuskan bentuk pembinaan hegidana
anak yang dilaksanakan ol8alay Pasilungan. Dukungan legislasi
dan kebijakan pemerintah menjadi penting dalam neeikdn

pembenaran kepada hakim untuk melakukan divergataakut

Phttp://www.justice.govt.nz/publications/publicatEarchived/1996/restorative-justice-
a-discussion-paper-199&estorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996, ditelusur
pada tanggal 12 November 2011.

20 Zulfa, op. cit., hal. 148.
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bertentangan dengan hukdh.

Dalam hal ini hakim diberi keleluasaan untuk mepkaa
konsep diversi berupa rancangan program yang rdilaisi oleh
terpidana anak namun dilaksanakan oleh masyarakafaciBalay
Pasilungan sebagai fasilitatornya. Bila diatas diversi diddikan
sebagai pengalihan dari proses upaya pidana keppaa lain
sebelum persidangan, maka dalam hal ini diversiakimai lebih
luas, termasuk juga putusan hakim untuk mengalihfams
pemidanaan, peringan pidana atau penghapus pidde&alui
pendekatan restoratif, diversi tidak hanya dap#tkdkan oleh
polisi tapi juga oleh hakim di dalam putusanf¥a.

Di Selandia Baru, program keadilan restoratif b&nya
berlangsung pada tahap ini. Pada tahap ajudikiisi, tgrsangka
telah mengakui perbuatannya atau telah terbuktal&bkannya,
maka pengadilan dapat mengarahkan penyelesaias kaslalui
program keadilan restoratif. Jika tercapai kesefamkamaka
pengadilan dapat.

1. Menunda perkara untuk memastikan pelaku memenuhi
tanggungjawab sesuai kesepakatan, kemudian mekgatuh
putusan yang bisa berupa hukuman atau pembebasan;

2. langsung menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangka

hasil kesepakatan.

2| bid
22 | bid
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Hasil kesepakatan dapat menjadi dasar peringandasar
penghapus pidana dalam putusan pengadilan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka tetapatkan
kepada pengadilan. Kemudian, sesuai pasal 23 8yatrfdang-
undang Peradilan Pidana Selandia Baru 1985, dsllit
menyampaikan perkiraan nilai kerugian yang dideviéh korbarf?

Dalam kerangka keadilan restoratif, selain pidasajara,
pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuffan:

- Reparation (Ganti Rugi)

This is a relatively new sentence, having been
introduced in 1985. It involves the payment of money by an
offender to the victim of an offence through the court as
recompense fo emotional harm or loss of or damage to
property. Reparation is not available in respect of physical
injuries.

Jenis hukuman ini diperkenalkan pada tahun 1986y ya
berupa pembayaran sejumlah uang kepada korban unelal
pengadilan. Ganti rugi hanya diberikan jika terdapsrugian
psikis dan/atau kerugian harta benda.

- Fines (Denda)

Where an unprovoked offence causes emotional or physical

Zhttp://www.justice.govt.nz/publications/publicatarchived/1996/restorative-justice-
a-discussion-paper-199&estorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996, ditelusur
pada tanggal 12 November 2011.

*1bid
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harm to a victim and the court imposes a fine, it is required to
consider whether all or part of the fine should be awarded to
the victim.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan hukuman denda, jik
terdapat korban mengalami kerugian fisik ataupukiggsmaka
pengadilan harus mempertimbangkan apakah selurab at
sebagian denda tersebut yang akan diberikan kéqualdan.

- Community Service (Kerja Sosial).

Where convicted offenders consent, the court may impose
an order requiring that they complete between 20 and 200
hours of service for certain types of community organizations.
The imposition of this sentence is limited by the suitability of
the offender and the availibility of suitable work.

Jika pelaku memiliki kualifikasi khusus dan terdapa
lowongan pekerjaan yang sesuai, pengadilan jugaatdap
menjatuhkan hukuman berupa kerja sosial di suaganisasi
masyarakat.

- Periodic Detention (Penahanan Berkala)

Periodic detainees carry out community work in small
groups supervised by a Department of Justice employee.

Penahanan berkala dapat diberikan kepada terpigma
melakukan kerja social di bawah supervisi pegawai

Departemen Hukum.
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- Community Programme (Program Khusus)

This sentence seeks to have offenders comply with
programmes which address the individual causes of their
offending.

Jika pengadilan menilai bahwa pelaku membutuhkartusu
program khusus agar tidak mengulang kembali tingldiana,
pengadilan dapat menjatuhkan hukuman dimana pelaku
diharuskan mengikuti program tersebut. Misalkaraiakasus
kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang tlimana
hal tersebut disebabkan pengemudi dalam keadaamukmab
maka pengadilan dapat meminta pelaku mengdéathol and
drug counselling class.

c. Tahap Purna Ajudikasi
Pendekatan keadilan restoratif dalam model ini umgan
merupakan mekanisme yang ditawarkan pasca putdaandalam
fase purna ajudikasi. Program yang dirancang dengarggunakan
pendekatan keadilan restoratif merupakan programdgraping dari
pidana konvensional yang dijatuhkan dalam put@3an.
Upaya restoratif yang dilakukan pada tahap ini lgigkam
bentu pertemuan antara pelaku dan korban yanglitetjgoenjara.
Program ini telah dijalankan di beberapa negardaranlain

Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia, Belandtk,dan sering

%% Zulfa, op. cit., hal. 149.
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dinyatakan sebagd&tost Sentencing Mediation. Korban didorong
untuk dapat bertemu dengan para pelakunya, bedsgsaan dan
pemikiran serta solusi atas apa yang pernah tetgddampak dari
tindak pidana tersebéi.

Pertemuan ini bertujuan untuk membantu mereka dalam
proses pemulihan dimana mereka berkesempatan usHlikg
bertemu dan menyampaikan keinginan masing-masing falum
dapat disampaikan sepanjang proses peradilan pidana
berlangsung. Hal ini dapat terjadi karena dalansgscsebelumnya
korban atau pelaku saling tidak mengenal satu sama atau
dalam posisi dan persepsi saling menyalaltkan.

Walaupun hanya sedikit, terdapat beberapa program
keadilan restoratif di Selandia Baru yang berlangsketika pelaku
sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Tujuanngavdriasi,
misalkan karena korban dan/atau pelaku mengingipieamulihan
dalam hidup mereka, tanpa dibayang-bayangi kejadiasa lalu.
Program keadilan restoratif yang berlangsung pabap ini dapat
dipertimbangkan untuk pembebasan bersy#rat.

Di samping itu di Selandia Baru dikembangkBnison

Fellowship bekerjasama dengabDepartment of Correction New

%8 |bid. hal. 150.

T bid

ZBhttp://www.justice.govt.nz/publications/publicatEarchived/1996/restorative-justice-
a-discussion-paper-199&estorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996, ditelusur
pada tanggal 12 November 2011.
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Zealand. Pendekatan keagamaan dikembangkan di dalam @enjar
baik dalam bentuk penanaman nilai maupun pola hiteqasuk
juga penyadaran yang telah diperbuat atas korbamaeyarakat.
Kegiatan ini ditunjang oleh berbagai pertemuamara korban
dan pelaku yang difasilitatori dan sebagebject manager-nya
adalah seorang mantan narapidana Jackie Kautddse Jeautas
dalam proyek ini bekerja sebagai fasilitator yangrusaha
menggugah para narapidana untuk mau bertemu depgem
korban, saling memaafkan dan berusaha membuat guwagram

rekonsiliasi berkaitan dengan tindak pidana yarjgde®

29 Zulfa, op. cit., hal. 126.



